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KEPUTUSAN TAMAN SARI
NOMOR : 188.4/012- /KEP/KEC.TS/1/2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
PADA KANTOR KECAMATAN TAMAN SARI KOTA PANGKALPINANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 19
Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota
Kepada Camat, maka dipandang perlu adanya pengaturan tentang
standar pelayanan dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
" a, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Standar Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan pada Kantor Kecamatan Taman Sari;

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor § Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 1l termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat |
Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821),

3.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),



